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3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 6. 
 
 
 
 7. 
 
 
 
 

bahwa untuk mendirikan bangunan gedung agar sesuai persyaratan 
administrasi dan persyaratan teknis serta pembangunan yang 
berwawasan lingkungan, perlu dilakukan penataan dan penertiban 
bangunan dalam wilayah Kota Pontianak; 
 
bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas perlu diatur dan 
ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. 
 
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara. 1953 Nomor 9 ) sebagai 
Undang-Undang  (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 
 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 65, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2043); 
 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran  Nomor 3186); 
 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara  Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3209 ); 

 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75) ; 
 
Undang-Undang Nomor 4  Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3469);  
 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3470); 
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12. 
 
 
 
13. 
 
 
 
14. 
 
 
 
15. 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
18. 
 
 
 
19. 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
 
21. 
 
 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3501); 
 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 
(Lembaran Negara Tahun  1997 Nomor  9, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor  3670); 
 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

 
Undang-undang Nomor  18 Tahun 1999 tentang  Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3833); 
 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4247); 
 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor  4389 ); 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437);  
 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438);  
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3281); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1986 tentang Izin Usaha 
Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3352) ; 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
54); 
 
Peraturan  Pemerintah  Nomor 36  Tahun 2005  tentang    Bangunan   
Gedung ( Lembaran  Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara 4532 ) ; 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ; 
 

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Pontianak 
(Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10) ; 
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22. 
 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang  
Wilayah ( RTRW )  Kota  Pontianak  Tahun   2002 – 2012 ( Lembaran 
Daerah Tahun 2002 Nomor 13 Seri E Nomor 3 ); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK 

 
Dan 

 
WALIKOTA PONTIANAK 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG BANGUNAN 

GEDUNG DI KOTA PONTIANAK 
 

BAB I  
 

 KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Kota Pontianak ; 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak; 

 
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak; 

 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Pontianak; 
 

5. Dinas adalah Dinas terkait yang menangani bangunan gedung di Kota 
Pontianak; 

 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani bangunan 

gedung di Kota Pontianak ; 
 

7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 
berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian 
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, budaya, maupun kegiatan khusus ; 

 
8. Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk 

kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, 
maupun fungsi sosial dan budaya ; 

 
9. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan 

untuk kepentingan umum. 
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10. Bangunan gedung khusus adalah bangunan teknis sipil lainnya yang tidak termasuk 
bangunan gedung, gedung umum dan gedung tertentu yang dalam pembangunan dan/atau 
pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas    tertentu    
yang    dapat menimbulkan   dampak   penting   terhadap masyarakat dan lingkungannya 
seperti menara/tower telekomunikasi,menara transmisi, tanki bahan bakar, jembatan, 
billboard/megatron dan instalasi pengolahan/pemanfaatan sumber daya alam; 

 
11. Bangunan Permanen adalah bangunan  yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur 

bangunan dinyatakan lebih dari 15 Tahun; 
 
12. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan 

umur bangunan dinyatakan antara 5 Tahun sampai dengan 15 Tahun; 
 
13. Bangunan Darurat / Sementara adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan 

umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 Tahun; 
 
14. Kapling / Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan 

Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan; 
 
15. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan 

pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya; 
 
16. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau 

sebagaian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang 
berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut; 

 
17. Mengubah Bangunan ialah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang 

ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti 
bagian bangunan tersebut; 

 
18. Merobohkan Bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian 

bangunan ditinjau dari fungsi bangunan dan atau konstruksi; 
 
19. Garis Sempadan adalah garis pada kapling yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, 

tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling yang boleh 
dibangun dan yang tidak boleh dibangun; 

 
20. Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 

kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, 
memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan 
persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku ; 

 
21. Permohonan izin mendirikan bangunan gedung adalah perrnohonan yang dilakukan pemilik 

bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan 
gedung ; 

 
22. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh 

lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang 
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan; 

 
23. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh 

lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 
sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan; 

 
24. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh 

ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi 
pertamanan/penghijauan dan las tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 
sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan; 
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25. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, dimana  
bangunan tersebut didirikan sampai dengan titik puncak dari bangunan; 

 
26. Lantai dasar bangunan adalah ketinggian lantai dasar yang diukur dari titik referensi 

tertentu; 
 
27. Izin Penggunaan Bangunan selanjutnya disingkat IPB adalah Izin yang diberikan untuk 

menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB; 
 
28. Izin Penghapusan Bangunan (IHB) adalah Izin yang diberikan untuk menghapuskan / 

membongkar bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi, sesuai 
dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB; 

 
29. Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kota adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah 

Kota yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ; 
 
30. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi 

proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, 
pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung. 

 
31. Tim Penasehat Teknis Bangunan adalah Tim Independen  yang anggotanya terdiri dari 

para ahli yang bertugas memberikan nasihat, pendapat dan masukan dalam menilai 
rancangan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan gedung ; 

 
32. Tim ahli bangunan gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan 

penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam 
proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga 
untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan 
gedung yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan 
kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut. 

 
33. Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan 

administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang 
ditetapkan. 

 
34. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta 

prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi. 
 
35. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan 

gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan 
gedung tetap laik fungsi. 

 
36. Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan adalah kegiatan 

memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya. 
 
37. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan 

gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai 
dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki. 

 
Pasal 2 

 
Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan fungsi bangunan gedung, persyaratan 
bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, peran masyarakat, dan pembinaan 
dalam penyelenggaraan bangunan gedung.  

 
 
 
 
 


